
BUPATI MUSI RAWAS 
PROVINS! SUMATERA SELA'fAN 

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 
NOMOR . t . TAHUN 2025 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAA.N BELANJA DANA DESA 
DAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA 

DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 
BUPATI MUSI RAWAS, 

a. bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 
merupakan sejumlah anggaran dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan 
kepada pemerintah desa untuk tujuan kesamarataan 
kemampuan keuangan antar setiap desa; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) 
Peraturan Menteri Keuang;in Nomor 145 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat 
menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan 
kegiatan yang didanai dari Dana Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Teknis Pengelolaan Belanja Dana Desa dan Alokasi 
Dana Desa bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten 
MusiRawas. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhit dengan Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2024 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6914); 

4. Undang . ~-



Menetapkan 

-2-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Menter.i Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk 
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 1000!; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten 
Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tah\ln 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi 
Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas 
Tahun 2021 Nomor l); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENGELOLAAN BELANJA DANA DESA DAN ALOKASI 
DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA DALAM 
KABUPATEN MUSI RA.WAS. 

BAB .. ~. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas. 
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 
4 . Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usu!, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

5. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke 
daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan 
untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 

6. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah 
hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan 
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai 
dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, 
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang 
muncul karena perkembangan Desa dan prakasa 
masyarakat Desa. 

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah musyawarah antara badan permusyawaratan 
Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa 
untuk menyepakati ha! yang bersifat strategis. 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakya_t Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 
dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana 
kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 
(delapan) tahun. 

13. Rencana . ~-
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13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya 
disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa 
untukjangka waktu I (satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan 
program dan/ atau kegiatan yang didahulukan dan 
diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnJa untuk 
dibiayai dengan Dana Desa. 

16. Sadan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM 
Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa 
dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, 
niemanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ a tau 
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar­
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut 
BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung 
berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa 
kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan 
melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan. 

18. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan 
infeksi berulang, yang ditandai de.ngan panjang atau 
tinggi badannya berada di bawah standar yang 
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan. 

19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan 
bagi negara sampai dengan perseorangan, yang 
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 
jurnlah maupun mutunya, aman, beraga.m, bergizi, 
merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan 
agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat 
hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. 

20. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang 
diakibatkan, langsung atau tidak langsung oleh aktivitas 
manusia yang menyebabkan perubahan komposisi 
atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim 
alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat 
dibandingkan. 

21. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dala.m 
menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termas.uk 
keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi 
kerusakan akibat P-erubahan Tklim berkurang, peluang 
yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat 
dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat 
Perubahan Iklim dapat diatasi. 

22. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian 
untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim 
melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau 
meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan 
penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari 
berbagai sumber emisi. 

23. Padat. ~ 
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23. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang 
miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan 
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga 
kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan 
upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan 
menirtgkatkan kesejahteraan rakyat. 

24. Sustainable Development Goals Desa yang se1anjutnya 
disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu 
Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 

25. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah 
penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium 
tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ 
lainnya. 

2-6. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga 
profesional yang direkrut oleh Kementerian yang 
bertugas melakukan pendampirtgan di tingkat Desa, 
Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. 

BAB II 
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 2 
(1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan 

penggunaannya untuk mendukung: 
a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan 

penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima 
belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa 
dengan target keluarga penerima manfaat dapat 
menggunakan data peme.rintah sebagai acuan; 

b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan 
Iklim; 

c. penirtgkatan promosi dan penyediaan layanan dasar 
kesehatan skala Desa termasuk stunting; 

d. dukungan program Ketahanan Pangan; 
e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa; 
f. pemanfaatan teknologi dan irtformasi untuk 

percepatan implementasi Desa digital; 
g, pembangunan berbasis Padat Karya Tonai dan 

penggunaan bahan baku lokal; dan/ a tau 
h. program sektor prioritas lainnya di Desa. 

(2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerirttah Desa 
dalam APB Desa Tahun 2025. 

(3) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan 
kemiskinan di Desa. 

(4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional 
Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa. 

Pasal .r::, 
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Pasal 3 
(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan 

kemiskinan ekstrem. sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa BLT Desa. 

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diprioritaskan dengan memperhatikan: 
a. calon keluarga penerima manfaat BLT Desa 

diptioritaskan untuk keluarga miskin yang 
berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data 
yang ditetapkan oleh Pemedntah; dan 

b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah 
menggunakan keluarga desil 1 (satu) data 
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan 
ekstrem. 

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin 
yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa 
dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga 
desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data 
pensasaran percepatan penghapusan kemi-skinan 
ekstrem. 

(4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga 
penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria: 
a. kehilangan mata pencaharian; 
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 

menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang 
disabilitas; 

c. tidak menerima bantuan social program keluarga 
harapan; 

d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; 
dan/atau 

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. 
(5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program 

keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 
(satu) .sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat 
diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat 
Bantuan Langsung Tunai Desa. 

(6) Dalam ha! data pensasaran percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa 
dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya 
yang ber:sumber dari kementerian/lembaga atau 
Pemerintah Daerah. 

(7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (SJ dan 
ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah 
Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 
disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah 
Desa. 

Pasal -~· 
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Pasal 4 
(l) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus 
ribu rupiah) setiap bulan. 

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga 
penerima manfaat. 

(3) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan 
paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 

Pasal 5 
Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang 
adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b dilaksa.nakan berdasarkan 
komponen pelaksanaan: 
a. adaptasi dampak perubahan iklim; 
b. mitigasi perubahan iklim; dan 
c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai 

kebutuhan dan kewenangan Desa. 

Pasal 6 
Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi 
dan penyediaan Jayanan dasar kesehatan skala Desa 
termasuk stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf c dilaksanak:an melalui: 
a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan 

dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di 
Desa; 

b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar 
kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC; 

c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar 
kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit 
menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk 
masalah kesehatan jiwa; dan 

d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai 
kewenangan Desa. 

Pasal 7 
(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan 

program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 a,yat (1) huruf d dilaksanakan 
berdasarkan aspek: 
a. ketersediaan pan.gan di Desa: 
b. keterjangkauan pangan di Desa; dan 
c. pemanfaatan pangan di Desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa 
dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek 
pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan. 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan 
dan makan bergizi gratis di tingkat Desa. 

(4) Fokus _,.._ · 
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(4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program 
Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen). 

(5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa 
sebagaiinana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan 
dengan karakteristik dan potensi Desa. 

(6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM 
Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi 
masyarakat di Desa. 

(7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

Pasal 8 
Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan 
potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan untuk 
pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa 
argoekonomi, atau bentuk pertgembangan potensi dan 
keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa. 

Pasal 9 
Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan 
teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi 
Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas 
layanan jaringan telekomunikasi Desa se.rta pengembangan 
Desa digital. 

Pasal 10 
(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan 

berbasis Padat Karya Tonai dan penggunaan bahan 
baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan 
masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber 
daya lokal Desa. 

(2) Pendanaan Padat Karya Tonai Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah 
pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari 
dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. 

(3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian 
lingkungan hidup. 

Pasal 11 
Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor 
prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan 
kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan 
kebijakan prioritas nasional dan/ atau berdai,arkan 
dokumen perencanaan kebijakan nasional. 

Pasal .{'!!. 
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Pasal 12 
(1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 
diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan 
tugas Pemerintah Desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. koordinasi; 
b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial 

masyarakat; dan 
c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan 

tugas Pemerintah Dei,a. 

Pasal 13 
Pengelolaan keuangan dalam rangka pe!aksanaan fokus 
penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pengelolaan keuangan Desa. 

Pasal 14 
(1) Fokus penggunaan Dana Dcsa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola. 
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dengan -cara kerja sama sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tonai 
Desa. 

BABUI 
PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 15 
(1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan 
Desa. 

(2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam 
Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. 

(3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan dalam berita acara. 

(4) Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti 
tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
yang mengatur mengenai pedoman umum 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Pasal 16 
(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus 

penggunaan Dana Desa. 
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a . terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan 

fokus penggunaan Dana Desa; 
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; 

c. memastikan . ~-



-10-

c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa 
ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB 
Desa; dan/ atau 

d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus 
penggunaan Dana Desa 

(3) Pemerintah Desa waj,ib melibatkan masyarakat dalam 
penetapan fokus penggunaan Dana Desa. 

Pasal 17 
(1) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari 

RKP Desa. 
(2) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pedoman dalam penyusunan APB Desa. 

Pasal 18 
(1) Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Pelaksana 

Kegiatan untuk selanjunya diajukan kepada Sekteraris 
Desa untuk diverifikasi dan disahkan oleh Kepala 
Desa. 

(2) Pembangunan fisik/konstruksi menggunakan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) Teknis dengan clilengkapi 
Gambar Teknis. 

(3) Surat Permintaan Pcmbayaran oleh Pelaksana 
Kegiatan disertai dengan verifikasi Sekretaris Desa/ 
Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa dan disertai 
persetujuan Kepala Desa clilampirkan surat pernyataan 
tanggungjawab belanja. 

(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjacli 
acuan pembayaran oleh Kaur Keuangan. 

(5) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa 
menggunakan pap an kegiatan disetiap tempat 
pembangunan infrastruktur sebagai infor:masi kegiatan 
yang dilaksanakan yang memuat volume, jumlah dana 
dan sumber dana. 

Pemerintah 
Penggunaan 
ditetapkan. 

Desa 
Dana 

BAB IV 
PUBLIKASI 

Pasal 19 
wajib mempublikasikan Prioritas 
Desa terhitung sejak APB Desa 

Pasal 20 
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercliri 

atas: 
a. hasil Musyawarah Desa; dan 
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya 

pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen 
RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan 
dokumen APBDesa. 

(2) Publikasi APB Desa sebagaimana climaksud pada ayat 
(1) huruf b minimal nama kegiatan, lokasi kegiatan dan 
be.saran anggaran. 

Pasal -~-
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Pasal 21 
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau 
media publikasi lainnya yang berada di ruang publik 
serta mudah diakses· Qleh masyarakat Desa. 

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
dilakukan secara swakelola dan partisipatif. 

Pasal 22 
(1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan 

prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran Iisan; atau 
b. teguran tertulis. 

(2) Sanksi a.dministratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil 
pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat 
Desa. 

BABV 
PELAPQRAN 

Pasal 23 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati. 
(2) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas 

penggunaan Dana Desa; dan 
b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
disampaikan dalam bentuk dokumen digital 
menggunakan aplikasi data berbasis elektronik 
melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes). 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1.) disampaikan dalam bentuk dokumen digital 
menggunakan sistem informasi De.sa yang disediakan 
oleh Kementerian. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak 
RKP Desa ditetapkan. 

(q) Dalam ha! laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen 
digital, Kepal-a Desa <la.pat menyampaikan laporan 
prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati dalam 
bentuk dokumen fisik. 

(7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping 
Profesional 

Pasal 24 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester 
tahun berjalan. 

(2) Laporan .~, 



-12-

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
semester pertama disampaikan paling lambat pada 
akhir bulan Juli tahun berjalan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
semester kedua clisampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Januari tahun berikutnya. 

(4) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan 
APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Kepala Desa juga menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 
kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 
Bupati melalu.i camat setiap akhir tahun anggaran. 

(6) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/ 
rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana 
Desa clisertai dengan soft copy kertas kerja berdasar 
APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit 
organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

(7) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan. 

Pasal 25 
(1) Laporan penetapan prioritas pengunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 
clisusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I ct.an merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping 
Profesional. 

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. 

(4) Unit organisasi yang menangani bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 
mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan 
prioritas penggunaan Dana Desa. 

BAB VI 
PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIKDESA 

Bagi.an Kesatu 
Umum 

Pasal 26 
(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka 

pengamanan dan terinventarisasi melalui Aplikasi 
Sipades (Sistem Penataan Aset Desa). 

(2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau 
clialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran 
tagih-an atas Pemerintah Desa. 

(3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau 
dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. 

Bagian -~-
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Bagian Kedua 
Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa 

Pasal 27 
(1) Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan 

pengelolaan kekayaan milik Desa. 
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat 
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 
perangkat Desa. 

(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan 
meningkatkan pendapatan Desa. 

(4) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan 
peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan 
Menteri. 

(5) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan 
dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan 
dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan 
musyawarah Desa. 

(6) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah 
berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

BAB VII 
ALOKASl DANA DESA 

Pasal 28 
(1) Pemerintah Kabupaten memberikan ADD kepada Desa 

dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa 
dan pemberdayaan masyarakat Desa, tujuan 
diberikannya ADD adalah: 
a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa sesuai 
kewenangannya; 

b. meningkatkan kemampuan lembaga 
kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 
secara partisipatif sesuai dengan potensi Dsesa; 

c. meningkatkan pemerataan pembangunan, 
kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan 
kesempatan be~saha bagi masyarakat desa; 

d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong 
masyarakat; dan 

e. meningkatkan kemandirian desa. 
(2) Prinsip pengelolaan ADD meliputi: 

a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan 
desa dalam APB Desa; 

b. seluruh kegiatan harus dapat 
dipertanggungia·wabkan secara administratif dan 
teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan; dan 

c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan 
terkendali. 

Bagian .r.°: 
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Ba,gian Kesatu 
Pengalokasian 

Pasal 29 
(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD 
setiap Tahun Anggaran. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) paling 
seclikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus. 

(3) Pengalokasian dan penggunaan ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Penyaluran 

Pasal 30 
(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan 

dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 
Desa. 

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. penyaluran ADD diberikan kepada 186 Desa 

berdasarkan aza.s adil dan merata; 
b. penyaluran ADD dilakukan pertriwulan sebesar ¼ 

(seperempat) dari besaran ADD tiap Desa; dan 
c. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa 

dan Perangkat Desa lainnya serta penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dianggarkan dalam APB Des 
yang bersumber dari ADD. 

BAB VIII 
PERLINDUNGAN JARING PENGAMAN SOSIAL 

Pasal 31 
(1) Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat 

Desa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

adalah sebesar 5% (lima persen) dan dihitung 
berdasarkan upah minimum Kabupaten; 

b. kewajiban 4% (empat persen) iuran jaminan 
kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten dan dibayarkan 
langsung oleh Pemerintah Kabupaten kepada 
BPJS Kesehatan; dan 

c. pembaya.ran iuran sebesar 1 % (satu persen) untuk 
peserta dilakukan dengan memotong ADD secara 
intercept sebelum disalurkan ke Rekening Kas 
Desa. 

(2) Mekanisme pemot.ongan iuran 1% (satu persen) 
dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. Pemerintah Kabupaten dan BPJS Kesehatan 

membuat berita acara kesepakatan pemotongan 
iuran jaminan kesehatan untuk Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebesar 1 % (satu persen) 
bcrsumber dari ADD; 

b. Desa .r'., 
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b. Desa menyampaikan kebutuhan iuran jaminan 
kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebesar 1 % (satu persen) kepada Pemerintah 
Ka bu paten; 

c. Pemerintah Kabupaten melakukan pemotongan 
secara intercept terhadap ADD untuk kebutuhan 
iuran Jaminan Kesehatan sebes:ar 1 % (satu 
persen); 

d. pencatatan penerimaan ADD dan APB Desa 
adalah besaran ADD sebelum pemotongan iuran 
1% (satu persen); 

e. laporan pertangungjawaban realisasi APB Desa 
yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran, 
maka pencatatan terhadap pendapatan ADD 
adalah sebesar nilai yang diterima melalui 
Rekening Kas Desa, selanjutnya pada belanja 
dicatatkan O (tidak ada pengeluaran) karena telah 
dilakukan pemotongan sebagaimana pada ayat (2) 
huruf c; dan 

f. realisasi pendapatan dan belanja climaksud yang 
menirobulkan selisih atas nilai awal dijelaskan 
pada Catatan Atas Laporan Keuangan dengan 
dilengkapl berita acara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a. 

(3) Dl.lkungan kepesertaan iuran jaminan sosial 
ketenagakerjaan ba_gi aparatur pemerintah desa dan 
pekerja rentan masyarakat desa dalam rangka 
penanggulangan kemiskinan terutama kemisk.inan 
ekstrem dianggarkan melalui APB Desa. 

BAB IX 
PENDAPATAN ASL! DESA, HIBAH DAN SUMBANGAN 

YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA, 
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 

Pas.al 32 
(1) Pendapatan As.Ii Des.a, Hibah dan sumbangan yang 

tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan 
yang sah penggunaannya diatur berdasarkan 
musyawarah Des.a. 

(2) Pendapatan Asli Des.a, Hibah dan surnbangan yang 
tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan 
yang sah sebagaimana di maksud ayat (1) harus 
tertuang dalam APB Desa. 

BABX 
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 33 
(1) Menteri melakukan pembinaan, pemanta.uan dan 

evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara 
nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perl.lndang-Undangan. 

(2) Gubernur dan Bupati melakukan pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana 
Desa secara berjenjang. 

(3) Pembina.an, pemantauan dan evaluasi prioritas 
penggllnaan Dana Desa sebagaimana climaksud pada 
ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah 
dan/ atau Ca.mat. 

(4) Pembinaan . ~-
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(4) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga 
Pen damping Profesional, Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan pihak ketiga sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(5) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan 
disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui 
sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pe:rundang-Undangan. 

BAB XI 
PELAPORAN 

Pasal 34 
(1) Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas 

penggunaan Dana Desa kepada Bupati dengan 
dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut: 
a. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan 

kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa; 

b. Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa; 
c. Perdes tentang APB Desa; dan 
d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 

(2) Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas 
penggunaan Dana Desa disertai dengan sojtcopy kertas 
kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada 
Gubernur c.q. organisasi Pemerintah Kabupaten yang 
menangani pemberdayaan masyarakat Desa. 

(3) Pelaporan dalam Kondisi Khusus dipandang perlu 
untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat 
khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan 
berkala. 

(4) Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan 
Dana Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah APB Desa ditetapkan. 

BAB XII 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 35 
(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan 

prioritas penggunaan Dana Desa. 
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara: 
a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan 

prioritas penggunaan Dana Desa; 
b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan 

prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan 
ketehtuan Peraturan Perundang-Undangan; 
dan/atau 

c. melakukan publikasi penerapan prl.oritas 
penggunaan Dana Desa. 

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a, dapat dilakukan melalui: 
a. Badan Permusyawaratan Desa; dan 

Pejabat .f'!,. 
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b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen:tasi pada 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi. 

(4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara: 
a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan 

Permusyawaratan Desa; dan 
b. berjenjang mulai dari: 

1. Pemerintah Desa; 
2. Pemerintah Kabupaten; 
3. Pemerintah Daerah Provinsi; dan 
4. Pemerintah Pusat. 

(5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Nomor l Tahun 2024 tentang Petunjuk 
Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana 
Desa bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi 
Rawas Tahun 2024 Nomor 1), dieabut dan dinyatakan tidak 
ber.laku. 

Peraturan Bupati 
diundangkan. 

ini 
Pasal 37 

mulai berlaku pada tanggal 

orang mengetahuinya, 
Peraturan Bupati 
dalam Ber.it.a Daerah 

Agar setiap 
pengundangan 
menempatkannya 
Rawas. 

memerintahkan 
m1 dengan 

Kabupaten Musi 

Ditetapkan di Muara Beliti 
pada tanggal, I'> _p.ylllan' 2025 

BUPATI MUSI RAWAS, 

dto 

RATNA MACHM1JD 
Diundangkan di Muara Beliti 
pada tanggal, I"> JCl,li\LUrt' 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUSI RAWAS, 

dto 

ALISADIKIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR .1 .. 

Al DENGAN ASLINYA 
:AGIAN HUKUM, 

NINGSIH, S.H 
ata Tk. I 

0301 200604 2 006 


